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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Secara kesimpulan berdasarkan analisis dibuat peneliti berkesimpulan 

bahwa bantuan langsung pemberdayaan social didesa tutubhada dengan tingkat 

keberhasilan cukup memuaskan. Pada awalnya ada 4 KUBE Didesa Tutubhada yang 

menerima manfaat. Namun dalam perjalanan program terdapat  2 kelompok program 

kube ini yang belum berjalan dengan baik. 2 kelompok ini adalah yang bergerak 

dibidang pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian gagal dalam pelaksanaan 

program dikarenakan adanya gagal panen. Gagal panen menyebabkan kurangnya 

pendapatan hasil petani yang kemudia bisa dikembangbiakkan untuk menambah 

penghasilan kSeluarga. Kemudian pada KUBE yang bergerak dibidang peternakan 

gagal dalam pelaksanaan program dikarenakan hewan yang dikelola terserang 

penyakit sehingga tidak maksimal dalam pengelolaan hasil. Kube yang bergerak 

dibidang peternakan awalnya menerima uang  sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh 

Juta Rupiah) kemudian digunakan untuk membeli hewan Kambing untuk dikelola, 

dalam perjalanan pengelolaan bantuan, hewan tersebut terserang penyakit sehingga 



2 
 

anggota Kube tidak maksimal dalam pengelolaan hasil dimana empat kelompok 

bantuan Kube ini berhasil menaggulangi kemiskinan walapun dua kelompok yang 

gagal yaitu kelompok pertanian dan peternakan. Tingkat keberhasilan dilihat dari 

variabel dibawah ini.  

1. Variabel karakteristik dari masalah  

1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, 

dalam melakukan permasalahan social  yang terjadi  mudah 

diselesaikan atau masuk kategori masalah social yang secara 

teknis sulit untuk dipecahkan. Contoh masalah social yang 

termasuk kategori social yang cukup sulit dipecahkan adalah 

seperti pengangguran, kemiskinan, dan masalah lain yang 

sejenis.  

2) Tingkat kemajuan dari kelompok sasaran, pembuatan 

kebijakan dapat dikatakan masyrakat setempat bersifat 

homogeny ataupun heterogen dimana masyrakat yang 

homogen akan lebih memudahkan suatu program kebijakan 
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implementasi dan heterogen akan lebih menyulitkan atau 

mendapat banyak tantangan dalam pengimplementasiannya. 

3) Prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi, suatu 

program kebijakan mudah diimplementasikan ketika sasaran 

hanya sekelompok orang saja. 

4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, sebuah 

kebijakan program lebih bersifat kognitif dan memberikan 

pengetahuan.  

2. Variabel karakteristik kebijakan 

1) Kejelasan isi kebijakan, dimana kebijakan ini diambil harus 

mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi 

yang jelas dikarenakan kebijakan penafsiran yang salah oleh 

implementor bias dihindari jika isi suatu kebijakan belumjelas atau 

mengembang.   

2) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis,dalam hal ini 

suatu aturan atau kebijakan yang dibuat tentunya sudah teruji dimana 

kebijakan ini menyangkut masalah social meski di setiap daerah 
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terlihat sama, akan tetapi ada sedikit berbeda tapi hal ini dapat 

dilakukan modifikasi saja. 

3) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut, 

dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan program 

memerlukan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan 

memonitor program diaman mareka dapat mengelolasuatu kebijakan 

perlu adanya modal. 

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai 

institusi pelaksana, suatu kebijakan program akan diimplemetasikan 

dengan sukses jika koordinasi yang baik dilakukan antar berbagai 

instansi baik secara vertical maupun horizontal. 

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, 

sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan diamana program ini tidak 

gagal dalam pengimplementasian suatu program ini. 

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, factor utama 

kesuksesan implementasi adalah adanya komitmen dari aparat dalam 

melaksanakan sebuah tugas. 
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7) Seberapa luas akses kelompok luar untuk beradaptasi dalam 

implementasi kebijakan, program akan mendapat dukungan dari luar 

misalnya masyrakat ikut terlibat dalam kebijakan dan tidak 

menjadiakan meraka sebagai penonton . 

3. Variabel lingkungan kebijakan 

1) Kondidi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, 

kondidi sosial ekonomi menyangkut keadaan suatu masyarakat secara 

umum mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosial dapat 

membantu mempermudahkan pengimplementasian suatu program. 

2) Dukungan public terhadap sebuah kebijakan, dimana dukungan ini juga 

membantu atau mempermudah sebuah program yang akan dilaksanakan 

agar berjalan sesuai apa yang desepakati.   

3) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor, aparat 

pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan 

agar dalam melakukan program tersebut dapat berjalan dengan baik. 

B. SARAN 
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Dari penelitian mengenai implementasi penyaluran program kegiatan 

penanggulangan kemiskinan masayarakat desa dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Dari kesimpulan diatas dikatakan bahwa serangkaian proses 

program kube harus terus mempertahankan dan 

memperhatikan agar ada petunjuk dari luar dan dari pemerintah 

sendiri. 

2. Selalu memberkan dukungan kepada karyawan dan selalu 

memperbaiki kekurangan yang ada sehingga karyawan merasa 

puas dengan apa yang mereka kerjakan. 

3. Kepada para pembaca agar dapat menggunakan skripsi ini 

sebagai bahan refrensi bagi peneliti yang ingin meneliti 

permasalahan yang sama dimasa mendatang. 
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